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Abstract
Developmental aspirations include achieving high standards of governance. But for this
to happen, several requirements must be met, among them accountability and
transparency. The degree to which this metric is met can be used to evaluate the
effectiveness of financial governance. The purpose of this study is to determine how
accountability and transparency affect the standard of financial governancein the
North Sumatra Ministry of Religion. Then, conduct in-depth analysis and research to
produce clear facts that may be used as study material and to generate ideas about
how one variable mayaffect other factors in future research. It is a qualitative method
with a literature review approach. Mendeley, Google Scholar, and international journal
articles are needed for a literature review in the process of assessing the facts and
information needed to examine hypotheses and theories in further detail. This
technique of research necessitates the capacity to investigate findings from research
journals, earlier scientific work, and contemporary phenomena in order to critique and
analyze them. The findings of this study provide an explanation of the beneficial effects
of accountability and transparency on the standard of financial governance in the
North Sumatra Ministry of Religion. Image, involvement, and completeness of reports
are all provided by transparency. Accountability, meantime, determines the
publication's accuracy once a year in compliance with governmental regulations. In
order to strengthen the value of the organization, both positively affect the standard
of financial governance at the North Sumatra Ministry of Religion.
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Abstrak
Mewujudkan kualitas tata kelola yang baik merupakan cita-cita pembangunan yang
diimpikan. Namun, dalam usaha mewujudkannya diperlukan pemenuhan syarat,
salah satunya transparansi dan akuntabilitas. Pemenuhan indikator ini dapat
menjadi penilaian kualitas terhadap tata kelola keuangan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana dampak transparansi dan akuntabilitas
terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut. Kemudian melakukan
pendalaman dengan analisis dan telaah sehingga didapatkan informasi yang jelas
sehingga dapat menjadi bahan kajian yang memuat hipotesis terkait dampak
variabel satu dengan variabel lainnya di penelitian selanjutnya. Metode yang
digunakan adalah jenis kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Dalam
proses analisis data serta informasi yang diperlukan maka dibutuhkan kajian pustaka
melalui mendeley, google scholar, maupun artikel jurnal internasional untuk
menggali hipotesis dan teori secara lebih jelas. Dalam kajiannya, metode ini
membutuhkan kemampuan dalam mengeksplorasi hasil dari temuan-temuan jurnal
riset ataupun karya ilmiah terdahulu dan fenomena yang terjadi sekarang sehingga
dapat dikritisi dan dianalisis. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya dampak positif
antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan di
Kemenag Sumut. Transparansi memberikan citra, partisipasi, serta kelengkapan
laporan. Sementara pada akuntabilitas membentuk ketepatan penerbitan setahun
sekali sesuai Peraturan Pemerintah. Kesimpulannya keduanya sama-sama memiliki
dampak positif bagi kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut sehingga
dapat menaikkan nilai instansi.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas Keuangan, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan good governance, diperlukannya indikator pengukuran serta
syarat wajib sehingga sebuah tata kelola dapat dikategorikan baik atau buruk. Indikator
yang dapat diukur harus bersifat transparansi dan akuntabilitas dalam hal keuangan di
sebuah instansi [1]. Setiap laporan dan sistem tata kelola keuangan harus diwujudkan
dengan baik sehingga terjadi clean governance. Transparamsi dan akuntabilitas menjadi
halyang urgent saat ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga
pemerintahan atas dana masyarakat yang digunakan dan dikelola [2]. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah laporan
yang disusun secara terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas laporan. Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah
tentang Standar Akutansi Pemerintah Nomor 1 Paragraf 9 [3].

Tata kelola yang baik merupakan sebuah pelaksanaan atau penyelenggaraan
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manajemen yang memenuhi pada setiap aspek-aspeknya. Pada saat ini, tata kelola dapat
menunjukkan kedudukan good governance. Good governance merupakan bagian dari
mencapai cita-cita serta impian guna mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh semua
masyarakat [3]. Dalam pengertiannya, transparansi merupakan keterbukaan yang
menjelaskan tentang keadaan kegiatan yang akan dilaksanakan, sudah dilaksanakan,
sedang dilaksanakan ataupun sumber-sumber daya yang digunakan selama kegiatan
sehingga ada informasi yang disampaikan [3]. Sedangkan, akuntabilitas merupakan
kemampuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang
berkaitan dalam pembangunan di pemerintahan [4]. Jika dilihat urgensi kedua indikator
tersebut, maka keduanya tidak dapat dipisahkan apabila ingin menjalankan tata kelola
keuangan secara baik. Namun, faktanya di lapangan kedua inidkator ini masih belum bisa
diterapkan secara maksimal.

Peran laporan keuangan dalam sebuah instansi menjadi sangat penting karena
dalam proses pembuatannya dimuat semua kegiatan dari awal hingga akhir yang berasal
dari dana rakyat. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memiliki
kepengawasan serta secara sistematis tersusun sebagaimana Peraturan Pemerintah.
Peranan laporan keuangan tidak terlepas dari digunakan untuk mengetahui nilai dan
bentuk tanggung jawab sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan
kegiatan [5]. Kemudian, laporan keuangan juga memiliki peran untuk menilai kondisi
keuangan sebuah instansi termasuk Kementrian. Lalu, laporan keuangan yang baik dapat
dijadikan sebuah bahan evaluasi dalam melakukan penilaian dan membantu untuk
menentukan efisiensi dari sebuah pelaporan [6]. Jika ditelaah secara hakikat, maka
kualitaslaporan keuangan dapat menunjukkan seberapa tanggung jawabnya pemerintah
atau instansi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana atau keuangan selama ini.
Informasi keuangan yang disajikan pemerintah dijadikan dasar sebagai sikap untuk
memahami anggaran-anggaran agar tidak mengalami kesalahan informasi pengelolaan
dana di Kementrian [7].

Laporan keuangan yang memiliki mutu dapat dimanfaat sebagai sarana dalam
membuat sebuah keputusan untuk kebijakan sehingga dalam tata kelola keuangan
diperlukan tanggung jawab agar informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh
masyarakatuntuk dijadikan sebuah kajian atau informasi keuangan [8]. Selain itu, laporan
keuangan juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah [6]:

1. Meningkatkan rasa percaya publik terhadap lembaga pemerintah termasuk
Kementrian

2. Memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jelas kepada publik
terkaitkeseluruhan pengelolaan dana selama diinstansi dalam mengelola sumber
daya
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3. Sebagai media perhitungan secara publik atau masyarakat yang dapat dipercaya

4. Mempertanggung jawabkan kegiatan dengan penggunaan sumber daya yang
telahdipercayakan masyarakat

5. Dapat menentukan dan memperkirakan kondisi keuangan yang terjadi selama
pengelolaan di dalam instansi

6. Mengevaluasi terkait penggunaan sumber daya ekonomi dalam pemerintahan
untukmencapai tujuan dan target kegiatan

Dalam penerapannya, tata kelola keuangan memiliki aktivitas seperti membuat
perencanaan, melakukan pelaksanaan, menatausahakan, membuat Ilaporan,
mempertanggung jawabkan, serta pengendalian (mengawasi) pengelolaan [9].
Perencanaan merupakan sebuah kegiatan yang menjadi awal untuk mengambil
keputusan menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dijadikan impleentasi
(alokasi) dana [10]. Melakukan pelaksanaan dan menatausakan adalah kegiatan yang
berfokus pada sistem pengelolaan dana saat kegiatan berlangsung [11]. Membuat laporan
adalah kegiatanyang dilakukan secara sistematis untuk menyusun setiap alokasi dana dan
kegiatan yang telah dilaksanakan, belum dilaksanakan, ataupun hal-hal yang
dipergunakan selama kegiatan berlangsung nantinya [12]. Mmpertanggung jawabkan
adalah kegiatan di mana orang yang berikan tugas dalam tata kelola keuangan dapat
memberikan kesungguhan dan kedisiplinan serta sikap profesionalisme dalam membuat
laporan pendanaan kegiatan sehingga terjadi keterbukaan secara jujur terhadap
pengelolaan dana [13]. Pengendalian (mengawasi) merupakan kegiatan monitoring untuk
melakukan pemantauan atau pengecekan terkait hal-hal yang telah dilaporkan sehingga
meminimalisir kesalahan penginformasian pengelolaan keuangan dan melakukan evaluasi
sehingga ada kegiatanperbaikan ke depannya [14]. Tata kelola keuangan di lembaga
pemerintahan seperti Kementrian harus memiliki sebuah sistem pengelolaan dengan
akurasi yang tinggi sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan dan
dilaporkan sejelas-jelasnya dengan terbuka. Sistem pelaksanaan tata kelola keuangan
yang berkualitas dapat memberikan keterbukaan dalam penelusuran keuangan dengan
penjelasan transaksi ataupun pengelolaan lainnya [4].

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut).
Kementerian Agama merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas dan
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bertanggung jawab dalam urusan agama ke negara. Pada fenomena transparansi dan
akuntabilitas diketahui ada hal positif yang membuat tata kelola keuangan di Kemenag
Sumut dapat dikategorikan menjadi baik. Hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan
dari lembaga terhadap pengelolaan dana kegiatan dengan membuat laporan dana
selama setahun dan hal ini kemudian dipubliksikan secara open acses kepada masyarakat
melalui website. Hal ini menimbulkan perspektif yang baik kepada citra kualitas tata
kelola keuangan Kemenag Sumut di masyarakat. Kondisi ini menjadi trend positif yang
dapat diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Dalam keberhasilan tata kelola keuangan di Kemenag Sumut ada beberapa faktor
pendukung ataupun pendorong sehingga memberikan dampak positif dan meningkatkan
kualitas [15]. Adapun faktor pendukungnya seperti kinerja dari SDM (Sumber Daya
Manusia) di mana orang yang ditempatkan dalam menanggung jawabi sistem
pengelolaan dana dalam tata kelola adalah orang yang memiliki kapabiltas di bagian
tersebut. Kemudian, ada alat yang memadai di mana Kemenag Sumut memfasilitasi
komputer bagi pegawai untuk membuat laporan secara baik dan rinci. Lalu ada komitmen,
di mana setiap pegawai memiliki rasa tanggung jawab, bangga, jujur, serta bersungguh-
sungguh dalam memberikan laporan yang terbaik sehingga menciptakan transparansi
dan kapabilitas terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas [16].

Dampak dari transparansi dan kapabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan
di suatu instansi dapat memberikan efek yang signifikan dalam meningkatkan rasa
tanggung jawab serta citra instansi di masyarakat. Kemudian dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan karena pengelolaan dana (keuangan) dapat dijadikan bahan
evaluasi untuk memperbaiki kekurangan selama adanya pelaksanaan kegiatan [17]. Selain
itu, dapat mengurangi pendendaan sehingga terhindar dari ketidakjujuran selama
pengelolaan.

Seperti yang telah dijelaskan dan diuraikan secara ringkas serta jelas mengenai
urgensi transparansi dan kapabilitas dalam tata kelola keuangan, maka rumusan masalah
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi memiliki dampak positif atau bermakna terhadap kualitas
tata kelola keuangan di Kemenag Sumut?

2. Apakah kapabilitas memiliki dampak positif atau bermakna terhadap kualitas tata
kelola keuangan di Kemenag Sumut?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak
transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut.
Kemudian melakukan pendalaman dengan analisis dan telaah sehingga didapatkan
informasi yang jelas sehingga dapat menjadi bahan kajian yang memuat hipotesis terkait
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dampak variabel satu dengan variabel lainnya di penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan
pendekatan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang
fokus pada fenomena melalui penamatam serta menelaah secara lebih mendalam
terkait kejadian yang diteliti sehingga didapatkan informasi lebih jelas dan rinci terkait
aspek- aspek yang terlibat [18]. Pendekatan studi kepustakaan yang digunakan untuk
melakukan pendalaman analisis pada variabel merupakan metode dalam mengmpulkan
informasi serta data dengan memahami berbagai macam teori serta hasil dari karya ilmiah
peneliti sebelumnya untuk dijadikan literatur baik dalam buku, dokumen, ataupun karya
ilmiah lainnya [19]. Dalam proses analisis data serta informasi yang diperlukan maka
dibutuhkan kajian pustaka melalui mendeley, google scholar, maupun artikel jurnal
internasional untuk menggali hipotesis dan teori secara lebih jelas. Dalam kajiannya,
metode ini membutuhkan kemampuan dalam mengeksplorasi hasil dari temuan-temuan
jurnal riset ataupun karya ilmiah terdahulu dan fenomena yang terjadi sekarang sehingga
dapat dikritisi dan dianalisis [20]. Penelitian ini juga berdasarkan pengalaman berada di
tempat selama masa magang di Kementerian Agama Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan yang dicari maka ada sebuah
konsep yang didapatkan terkait transaparansi dan akuntabilitas sehingga memberikan
dampak terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara.
Adapun peta konsep tersebut adalah:

Transparansi
Kualitas Tata Kelola
Dampak
Keuangan Kemenag
Sumut
Akuntabilitas

Gambar 1. Peta
Konsep
Variabel
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Dampak Transparansi Terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan di Kementerian Agama
Sumatera Utara

Transparansi meurupakan hak dari rakyat atau masyarakat untuk mengetahui
pengelolaan sumber dana sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas tata
kelola keuangan dalam Kementerian Agama Sumatera Utara. Transparansi sendiri
dibangun atas hak adanya kebebasan dalam memperoleh informasi, yang artinya
masyarakat dapat memperoleh informasi secara publik demi kepentingan mereka sesuai
dengan apa yang dibutuhkan [21]. Transparansi yang dilakukan Kementerian Agama
Sumatera Utara dalam memberikan laporan keuangan ternyata memnimbulkan dampak
positif yang signifikan terhadap penilaian kualitas tata kelola keuangan.

Dampak positif ini diartikan sebagai semakin transparan laporan keuangan yang
dibuat maka semakin bagus pula kualitas dari Kementerian Agama Sumatera Utara.
Artinya, ada kejujuran dan kedisiplinan selama mengalokasikan pengelolaan dana dalam
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dikatakan sebagai pemegang amanah. Penelitian
terdahulu juga menemukan semakin baik kualitas tata kelola keuangan sebuah instansi
maka menjadikan instansi tersbeut lebih informatif atau terbuka kepada masyarakat [22].

Kementerian Agama Sumatera Utara juga menjunjung nilai kejujuran dan menjauhi
perilaku serta sikap berkhianat (curang). Hal ini diungkapkan karena dapat merusak
integrasi serta prinsip dalam agama sehingga setiap laporan harus dibuat sebgaimana apa
adanya dan memang benar alokasi dana yang dilaporkan dengan jumlah yang sebenar-
benarnya. Selaras dengan penelitian terdahulu, bahwa sikap transparansi membawa
dampak yang positif karena dapat menjadi salah satu penghambat adanya kegiatan yang
dilakukan secara sembunyi ataupun rahasia sehingga tidak ada penyelewengan yang
dapat memberikan efek buruk bagi kesejahteraan masyarakat [23]. Hal ini juga
sebagaimanatelah tercantum dalam ayat Al-Quran dan Hadist tentang berlaku jujur dan
menghindari khianat [24]: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya
kejujuran akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan
mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur,
maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat
dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan
akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk
berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607)

Selain itu, transparansi membuat penilaian masyarakat terhadap Kementerian
AgamaSumatera Utara semakin baik. Proses kepercayaan masyarakat akan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pelaksanaan sehingga alokasi dana
serta pengelelolaan keuangan semkain tepat sasaran. Partisipasi masyarakat apabila naik
dengan signifikan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan memiliki kualitas yang baik

123



sehingga masyarakat mau ikut andil terlibat dalam prosesnya [25].

Dampak Akuntabilitas Terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan di Kementerian Agama
Sumatera Utara
Dalam maknanya, akuntabilitas sendiri merupakan sebuah prinsip yang di mana
seseorang yang bertanggung jawab dalam hal menyajikan, melaporkan, serta menyusun
semua kegiatan yang ada kepada pemberi amanah untuk diberikan kepada pihak
pengelolaan [26]. Akuntabilitas sendiri memberikan efek yang dominan sehingga sangat
mempengaruhi kualitas tata kelola keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara.
Salah satu hal yang menjadi indikator penilaian adanya akuntabilitas dalam Kemenag
Sumutadalah bagaimana kepatuhan lembaga terhadap hukum yang berlaku seperti dalam
Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang mengatur standarisasi pelaporan
keuangan sehingga tidak terjadi persinggungan antara satu dengan lainnya serta dapat
dipertanggung jawabkan apabila terdapat kesalahan yang sangat fatal. Dalam
akuntabilitas ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebuah gambaran serta ciri-ciri
akuntabilitas yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif pada tata kelola
keuangan di Kemenag Sumut, antara lain [7]:
1. Adanya keterbukaan terkait kapabilitas atau kemampuan seseorang untuk
menyampaikan realita kondisi kualitas keuangan
2. Memiliki kewajiban dalam memberikan konsekuensi dalam penyusunan laporan

keuangan

3. Mampu mengendalikan dan mengawasi tata kelola keuangan yang sudah di
amanhkan

4. Mempertanggungjawabkan semua pekerjaan sebagaimana standart yang telah
ditentukan

5. Upaya pemenuhan kepentingan dari pemangku jabatan sesuai dengan harapan

Pelaksanaan akuntabilitas memiliki dampak yang bermakna terhadap kualitas tata
kelola keuangan di Kemenag Sumut. Hal ini disebabkan adanya nilai wibawa serta rasa
takut terhadap hukum kemudian dapat dilihat dari bagaimana penyajian laporan yang
diterbitkan dalam satu tahun sekali sehingga dapat memberikan gambaran adanya
pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Selain itu, di dalam islam nilai akuntabilitas sama
dengan amanah sebagaimana yang telah diriwayatkan [27]: Diriwayatkan Abdullah bin
Umar radhiallahu’anhu, ia menuturkan mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda, ‘“semua kamu adalah pemimpin dan seluruh pemimpin akan dimintai
pertanggungjawabannya atas mereka yang dipimpin. Imam (presiden, raja) adalah
pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Suami adalah pemimpin dalam
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keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya itu. Istri adalah pemimpin di rumah
tangganya dan bertanggung jawab atas rumah tangganya itu. Pembantu adalah pemimpin
bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Dan, kalian semua adalah pemimpin
serta bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.”" (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara signifikan jika ditinjau dari penelitian terdahulu, akuntabilitas sangat
mempengaruhi tata kelola keuangan. Bahkan dalam beberapa penelitian, prinsip ini
dijadikan sebuah bahan evaluasi untuk mempertanggung jawabkan keadaan keuangan
yang ada dalam kegiatannya. Memperlihatkan tanggung jawab merupakan efek dari
adanya kualitas yang baik [7].

KESIMPULAN
Dari uraian penjelasan yang telah diberikan oleh peneliti, maka kesimpulan dalam
penelitian ini adalah:

1. Transparansi memberikan dampak yang positif terhadap kualitas tata kelola
keuangan di Kemenag Sumut. Hal ini tercermin dari kejujuran laporan,
kelengkapan laporan, citra, maupun partisipasi masyarakat.

2. Akuntabilitas juga memberikan dampak yang positif terhadap kualitas tata kelola
keuangan di Kemenag Sumut. Hal ini tercermin dari bagaimana penerbitan
laporan dalam setahun sekali sesuai dengan hukum yang berlaku serta detail
informasi yang diberikan oleh penanggung jawab atas laporan yang dikeluarkan.

SARAN
Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti terkait penelitian yang telah
dijelaskanadalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain dapat memberikan tambahan variabel yang dapat menjadi
indikator penilaian kualitas tata kelola keuangan

2. Bagi pemerintahan, menyediakan informasi literatur yang lebih banyak terkait
kajian kualitas tata kelola keuangan khususnya di Kementerian
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